
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi yang pernah melanda negara-negara di kawasan Asia 

pada juli 1997 atau yang disebut dengan Krisis Keuangan Asia membuat 

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak. Kasus ini tidak hanya 

berdampak pada ekonomi tetapi juga sistem politik dan keadaan sosial di 

Indonesia, krisis tersebut berlanjut sampai tahun berikutnya dimana puncak 

dari krisis tersebut terjadi pada tahun 1998. 

Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998-1999 yang 

menyebabkan melemahnya mata uang (rupiah) Indonesia. Dalam rangka 

meningkatkan perekonomian di Indonesia agar kegiatan ekonomi kembali 

stabil maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

1999 Tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbaharui menjadi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Revisi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). 

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1-7, Pasal 18a Ayat 1 dan 2, 

Pasal 18b Ayat 1 dan 2, Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan 

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, Serta Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia
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Pembangunan daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah 

dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada diwilayah tersebut serta 

membentuk suatu hubungan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, 

dimana hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, 

memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan meningkatkan perekonomian 

diwilayah tersebut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menitikberatkan 

pemerintah daerah kota dan kabupaten guna menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat. Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, 

membuat setiap daerah harus mampu mandiri dalam mencari sumber-

sumber penerimaan daerah sendiri. Pemerintah daerah diharapkan lebih 

mampu mengelola sumber keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu sumber 

penerimaan daerah yang dapat dioptimalisasikan pemungutannya adalah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh 

daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Berdasarkan undang-undang yang berlaku pendapatan 

asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 
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sah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah 

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. 

Salah satu komponen PAD yaitu pajak daerah, pajak daerah 

merupakan  wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi kemakmuran rakyat.  

Sebagai sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah dipergunakan 

untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki 

infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan. dan membiayai 

kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang 

tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik, 

pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 

Selain pajak daerah, PAD bersumber dari retribusi daerah, retribusi 

daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh 

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi 

daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
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2001 Tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi retribusi jasa 

umum, retribusi usaha, retribusi perizinan tertentu. 

PAD juga bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

adalah pendapatan yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi 

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Tentang Perimbangan 

Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain 

sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh 

daerah. 

Peranan pemerintah dalam menggali dan mengembangkan berbagai 

potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan 

masyarakat di daerah tersebut (Fitriana, 2014). 

Dalam penelitian sebelumnya Kendy dkk (2017) menyatakan bahwa 

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa 

Tengah periode 2008-2015. Penelitian tersebut juga didukung dengan 

penelitian Wahyu dkk (2017) yang menyatakan bahwa pajak daerah, 

retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 



5 

 

 

 

dipisahkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap 

PAD kota Salatiga tahun anggaran 2012-2016. 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, mengingat Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan asli daerah dibagi 

menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

Provinsi jawa barat merupakan provinsi yang berada dibagian barat 

pulau jawa. Provinsi Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah 

mengalami perkembangan ekonomi yang pesat, saat ini peningkatan 

ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan 

jasa (www.wikipedia.org).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 56 Tahun 2015 

luas wilayah provinsi berupa daratan seluas 35.377,76 km². Secara 

administratif terbagi menjadi 27 kabupaten/kota yang teridiri dari 18 

kabupaten dan 9 kota. 

Pemerintah provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

dimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah 

http://www.wikipedia.org/
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Pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah 

mencerminkan tingkat kemandirian daerah, semakin besar Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut mampu 

melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah 

pusat. 

Pemerintah provinsi Jawa Barat menyetujui atas usulan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014. Untuk bidang 

pendapatan, baik pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah semula Rp 15.883.743.872 mengalami 

peningkatan sebesar Rp 4.200.000.000.000 sehingga menjadi sebesar Rp 

20.083.743.872.394 (www.jabarprov.go.id).  

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan asli daerah 

(PAD) tahun anggaran 2015 realisasinya mencapai Rp 16,03 triliun lebih 

atau sekitar 104,01% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 15,41 

triliun lebih. Penerimaan pendapatan asli daerah ini bersumber dari pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

(www.nasional.tempo.co). 

Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah pada 

tahun anggaran 2016 realisasinya mencapai Rp 17,04 triliun lebih atau 

sekitar 104,07% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Ep 16,26 

triliun lebih. Sesuai dengan struktur pendapatan daerah, penerimaan 

pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

http://www.jabarprov.go.id/
http://www.nasional.tempo.co/
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pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan 

asli daerah yang sah (www.jabarprov.go.id). 

Realisasi pendapatan daerah pemerintah provinsi Jawa Barat sampai 

tanggal 31 Desember 2017 menyentuh angka Rp 32,16 triliun. Jumlah ini 

meningkat dari target yang ditetapkan sebesar Rp 31,37 triliun atau 

mencapai 102,53%. Pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah yang 

realisasinya mencapai 18,08 triliun lebih atau sekitar 105,61% dari anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp 17,72 triliun (www.reppublika.co.id).  

Pendapatan daerah provinsi Jawa Barat sampai 31 Desember 2018 

mencapai Rp 33,91 triliun atau 101,97% dari yang ditetapkan sebesar Rp 

33,26 triliun. Pendapatan asli daerah Jawa Barat juga melampaui target, 

yakni sebesar Rp 19,64 triliun atau 104,39% dari yang ditetapkan Rp 

18,81% triliun yang terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 18,15 triliun, 

retribusi daerah sebesar Rp 49,17 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan sebesar Rp 348,53 miliar, dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah sebesar Rp 1,09 triliun (www.nasional.tempo.co). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Se-

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis dapat 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

http://www.jabarprov.go.id/
http://www.reppublika.co.id/
http://www.nasional.tempo.co/
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1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah se-

kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat? 

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah 

se-kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat? 

3. Apakah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah se-kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis dapat merumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap 

pendapatan asli daerah se-kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap 

pendapatan asli daerah se-kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat. 

3. Mengetahui dan mengalisis pengaruh lain-lain pendapatan asli daerah 

yang sah terhadap pendapatan asli daerah se-kabupaten/kota di provinsi 

Jawa Barat. 

D. Manfaat Penelitian   

Adapun manfaat penelitian yang diperoleh penulis dan pengguna 

sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan mengenai  pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam 

dunia Pendidikan, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah di 

kabupaten Boyolali. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah provinsi Jawa 

Barat dalam hal menentukan besarnya pajak daerah, retribusi daerah, 

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah agar memperoleh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan dari 

penelitian terdahulu, serta sebagai bahan masukan dan referensi bagi 

peneliti yang akan datang.  

E. Sistematika Penulisan  

Suatu karya ilmiah hendaknya memiliki sistematika penulisan yang 

baik, benar, teratur, dan terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, peneliti 

mencantumkan secara urut dari bab ke bab. Adapun sistematika yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan hal-hal pokok 

yang terkait sehubungan dengan penelitian, meliputi uraian latar 
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belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang teori 

stakeholder, definisi pengaruh, pendapatan asli daerah, pajak 

daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, 

populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi objek dari penelitian, pengujian dan 

hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran terhadap 

penelitian yang dapat berguna dan relevan bagi penelitian yang 

akan datang. 

 


